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ABSTRAK 

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dengan gamblang pada 

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentu saja memiiki norma dasar dan 

aturan dasar dalam kehidupan bernegara. Dalam beberapa tahun terakhir, 

maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan baik itu mahasiswi 

maupun tenaga pendidik mencerminkan terjadinya degradasi norma dan moral 

yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi. Hal ini memicu terbitnya 

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Akan tetapi, dalam 

perancangan tersebut terjadi polemik ditengah masyarakat mengenai frasa “tanpa 

persetujuan korban” yang tercantum dalam Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 

Tahun 2021. Polemik yang timbul dikarenakan frasa tersebut seakan melegalkan 

perzinahan ataupun sexual consent sebagaimana negara Indonesia adalah 

mayoritas umat muslim.  

Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisa asas materi muatan  terhadap 

frasa “tanpa persetujuan korban” dari perspektif hukum positif dan hukum Islam 

berdasarkan teori Maqāṣid syarī’ah. Metode penelitian ini bersifat deskriptif 

analitis. Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif 

yang memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai 

macam sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada pada 

peraturan perundang undangan yang berkaitan dan dikaji melalui pandangan teori 

Maqāṣid syarī’ah. Data penelitian didapatkan dari data primer dan sekunder yang 

relevan dengan penelitian.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika frasa yang terjadi dalam 

peraturan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tidak memiliki maksud dan 

tujuan dengan pelegalan sexual consent melainkan bentuk upaya pencegahan dan 

penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Namun, penulis 

tidak menampik jika perlu adanya pengkajian ulang terhadap frasa “tanpa 

persetujuan korban” selama tidak mengurangi asas materi muatan  perlindungan 

kekerasan seksual terhadap korban. 

Kata Kunci: “tanpa persetujuan korban”, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, 

Maqāṣid syarī’ah, Sexual Consent. 
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ABSTRACT 

Indonesia as a constitutional state as stated clearly in Article 1 Paragraph 3 of the 

1945 Constitution of course has basic norms and basic rules in the life of the state. 

In recent years, the rise of cases of sexual violence against women, both female 

students and teaching staff, reflects the degradation of norms and morals that have 

occurred in higher education institutions. This triggered the issuance of 

Permendikbud Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual 

Violence in Higher Education Environments. However, in this design there was a 

polemic in the community regarding the phrase "without the victim's consent" 

which is contained in Article 5 of the Minister of Education and Culture Number 

30 of 2021. The polemic that arises because this phrase seems to legalize adultery 

or sexual consent as the country of Indonesia is the majority of Muslims.  

In this study, the authors want to analyze the material content principle of the 

phrase "without the victim's consent" from the perspective of positive law and 

Islamic law based on the Maqasid Sharia theory. This research method is 

descriptive analytical. The method used by the author is normative juridical which 

presents discussion materials systematically through various kinds of literary 

sources that refer to existing legal norms in relevant laws and regulations and are 

studied through the  

maqasid sharia theoretical perspective. The research data were obtained from 

primary and secondary data that are relevant to the research.  

The results of the research show that the problematic phrases that occur in the 

Regulation of the Minister of Education and Culture Number 30 of 2021 do not 

have the intent and purpose of legalizing sexual consent, but are a form of effort 

to prevent and deal with sexual violence in higher education institutions. 

However, the author does not deny that there is a need for a re-examination of the 

phrase "without the consent of the victim" as long as it does not reduce the 

principle of material content to protect sexual violence against victims. 

Keywords: "without the victim's consent", Permendikbud Number 30 of 2021, 

Maqāṣid syarī’ah, Sexual Consent. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam 

tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah 

pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi 

Arab-Latin dalam skripsi ini meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat 

Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 

dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai 

berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba‘ B Be ب

 Ta‘ T Te ت

 Ṡa‘ Ś es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa‘ Ḥ ha (dengan titik ح

di bawah) 

 Kha‘ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ze (dengan titik ذ

di atas) 

 Ra‘ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 



 x 

 Ṭa‘ Ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa‘ Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain ‗ koma terbalik di‗ ع

atas 

 Gain G Ge غ

 Fa‘ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‗el ل

 Mim M ‗em م

 Nun N ‗en ن

 Waw W W و

 Ha‘ H Ha ه

 Hamzah ‗ apostrof ء

 Ya‘ Y Ye ي

 Ṣad Ṣ es (dengan titik ص

di bawah) 

 Ḍad Ḍ de (dengan titik ض

di bawah) 

 Ṭa‘ Ṭ te (dengan titik طط

di bawah) 

 Ẓa‘ Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain ‗ koma terbalik di‗ ع

atas 

 Gain G Ge غ

 Fa‘ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‗el ل

 Mim M ‗em م

 Nun N ‗en ن

 Waw W W و

 Ha‘ H Ha ه

 Hamzah ‗ apostrof ء

 Ya‘ Y Ye ي
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ditulis Karāmah al-Auliyā’ 

ditulis Zakāh al-Fiţri 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah 

 Ditulis muta’addidah 

 
 

Ditulis ’iddah 

 

C. Ta’ Marbûţah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 

 
Ditulis ḥikmah 

 Ditulis ’illah 

 

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, 

haka ditulis dengan h.  

 

3. Bila ta’ marbûţah hidup atau dengan ahrakat fathah kasrah dan 

dammah tulis t atau h 

 

D. Vokal Pendek 

 



 xii 

1. ----  َ ¯ ---- Fatḥah ditulis a 

2. ----  َ _ ---- Kasrah ditulis i 

3. ----  َ ˚ ---- Ḍammah ditulis u 

 

E. Vokal Panjang 

 

 

F. Vokal Rangkap 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 
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H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti Qamariyyah 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 
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1. Teori Maqāṣid syarī’ah menurut pandangan Jasser Auda............................... 18 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertulis dengan gamblang di 

dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara 

hukum.”, yang artinya hukum nasional merupakan bagian yang tidak lepas dari 

konstitusinya. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

merupakan hukum dasar yang terbentuk sebagai hasil dari konsensus warga 

negara Indonesia mengenai norma dasar (grundnorm) dan aturan dasar 

(grundgesetze) dalam kehidupan bernegara.1 Dalam Konsep Negara Hukum itu, 

disepakati bahwa segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus 

berdasakan norma dan peraturan perundang-undangan, bukan politik ataupun 

ekonomi dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).2 Oleh karena itu, 

materi muatan dalam sebuah peraturan perudang – undangan haruslah sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan di masyarakat.  

Sesuai dengan amanat Preambule Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menjadi landasan fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) sebagai cita luhur 

para Founding Fathers diantaranya berisikan ; (1) Melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum umum, 

                                                 
1 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosiolisasi MPR periode 2009-2014, Empat Pilar 

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Cetakan Ke-3, (Kalarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 

2013), hlm.4 
2 www.jimly.com, diakses pada 23 Mei 2022 
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(3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
3 

World Health Organization memberikan bahwa kekerasan seksual adalah 

semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan 

aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara 

paksa seksualitas seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara 

korban dan pelaku.
4
 Hal ini juga sejalan dengan Komnas Perempuan Indonesia 

yang juga mengatakan hal demikian. Pada rentang waktu 15 tahun (1998-2013), 

setidaknya ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan oleh peneliti Komnas 

Perempuan, antara lain:  

1. Perkosaan; 

2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 

3. Pelecehan Seksual; 

4. Eksploitasi Seksual; 

5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 

6. Prostitusi Paksa; 

7. Perbudakan Seksual; 

8. Pemaksaan perkawinan, termasukcerai gantung; 

9. Pemaksaan Kehamilan; 

10. Pemaksaan Aborsi; 

11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 

                                                 
3 Andi Mattalatta, “Politik Hukum Perundang-Undangan”, Journal Legislasi Vol.6 No. 4, 

(2009), hlm.  572 
4 Iqbal, M. Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana, 2014. 
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12. Penyiksaan Seksual; 

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan  

atau mendiskriminasi perempuan; 

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif  

beralasan moralitas dan agama. 

Menurut Achie Sudiarti dalam bukunya yang berjudul Pemahaman 

Tentang Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan Alternatif Pemecahannya, 

beliau men kan kekerasan seksual sebagai kejahatan yang berkaitan dengan 

perkelaminan atau seksualitas dan lebih khusus bagi yang berkaitan dengan 

seksualitas laki-laki dan perempuan.
5
 

Adapun 21 tindakan yang masuk dalam kategori tindak kekerasan seksual 

bisa berupa: 

1. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan 

tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban 

2. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan 

Korban 

3.  menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau 

siulan yang bernuansa seksual pada Korban 

4.  menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman 

                                                 
5 Achi Sudiarti Luhulima, Pemahaman Tentang Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan 

Alternatif Pemecahannya, (Jakarta: Alumni, 2000), hlm. 57 
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5.  mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video 

bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang 

Korban 

6. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau 

rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual 

tanpa persetujuan Korban 

7.  mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang 

bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban 

8.  menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban 

yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban 

9.  mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang 

melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang 

bersifat pribadi 

10.  membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam 

Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang 

tidak disetujui oleh Korban 

11.  memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual 

12. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium 

dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa 

persetujuan Korban 

13.  membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban 

14.  memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual 
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15.  mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan 

Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual 

16.  melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi 

17.  melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau 

bagian tubuh selain alat kelamin 

18.  memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi 

19.  memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil 

20.  membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; 

dan/atau 

21.  melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya 

Dengan beberapa pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

kekerasan seksual adalah segala bentuk pelampiasan hawa nafsu yang dilakukan 

semata mata hanya untuk kepentingan pribadi yang dilancangkan kepada 

siapapun, dimanapun dan kapanpun dengan dan/atau tanpa persetujuan korban. 

Hakikatnya setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, 

serta berhat atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk 

berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia sejak lahir, 

hal-hal tersebut merupakan hak kita sebagaimana warga negara Indonesia sesuai 

pasal 28G ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Perguruan Tinggi merupakan wadah bagi setiap masyarakat dalam 

kewajibannya menempuh pendidikan. Indonesia sebagai negara berkembang 
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mempunyai cita – cita yang tinggi dalam pendidikan agar terus maju, hal itu 

merupakan sebuah ikhtiar yang sampai saat ini terus dikembangkan. Perguruan 

Tinggi juga tempat yang seharusnya penuh dengan rasa aman dalam perjalanan 

menuntut ilmu, dimana tempat tersebut tidak menuntut seorang pria ataupun 

wanita agar selalu dalam keadaan was was ketika menuntut ilmu. 

Dalam perkembangannya, Perguruan Tinggi semakin maju dalam hal 

menjaga martabat seorang mahasiswa, namun penjahat tetaplah penjahat, dimana 

tempat yang seharusnya tinggi rasa hormatnya menjadi rusak karena hawa nafsu 

yang tidak terkontrol, akibatnya, banyak terjadi pelecehan seksual di Perguruan 

Tinggi. 

Kehadiran Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 merupakan sebuah 

harapan kepada setiap pihak yang risau akan terjadinya pelecehan seksual di area 

perguruan tinggi. Namun, beberapa pasal di dalamnya mengandung arti yang 

masih ambigu, sebutlah setiap pasal yang menggunakan frasa “tanpa persetujuan 

korban”, pasal - pasal tersebut jika diamati lebih lanjut maka tindakan preventif 

kekerasan seksual akan tetap terjadi, mengapa? Karena sebuah persetujuan korban 

akan tetap dapat menimbulkan hal negatif, sebut saja jika pelaku tidak bisa 

mengontrol nafsunya ketika peristiwa tersebut terjadi, maka semua hal – hal 

negatif dapat terjadi.  

Oleh karena itu, penulis ingin membawa penelitian ini menjadi karya 

ilmiah agar semua menjadi jelas, terlebih kasus pelecehan seksual di perguruan 

tinggi juga merupakan hal yang perlu diawasi lebih lanjut dan ditangani lebih 

tegas. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana frasa “tanpa persetujuan korban” dalam permendikbud nomor 

30 tahun 2021 apabila di tinjau dengan asas materi muatan pembentukan 

perundang-undangan ?  

2. Bagaimana pandangan Maqāṣid syarī’ah terhadap frasa “tanpa persetujuan 

korban” dalam permendikbud nomor 30 tahun 2021 ? 

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan klausa “tanpa persetujuan korban” dalam 

permendikbud nomor 30 tahun 2021 jika di tinjau dengan 

menggunakan asas materi muatan pembentukan perundang- 

undangan 

b. Untuk menjelaskan klausa “tanpa persetujuan korban“ dalam 

permendikbud mampu mencegah kekerasan seksual di area 

perguruan tinggi. 

c. Untuk menjelaskan apakah klausa “tanpa persetujuan korban“ 

dalam permendikbud nomor 30 tahun 2021 sudah sesuai dengan 

teori  maqosid syariah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 
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Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah dan 

memperluas wawasan keilmuan masyarakat maupun para 

akademisi khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan satu 

stimulus bagi terciptanya karya karya lain yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sama untuk dijadikan sebagai rujukan serta 

diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi pemerintah khususnya 

dalam membuat peraturan. 

D. TELAAH PUSTAKA 

Telaah pustaka merupakan uraiain sistematis mengenai hasil – hasil 

penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain yang penulis temukan 

dalam proses pembuatan penilitian ini, adapun yang menjadi bahan acuan dalam 

telaah pustaka ini adalah   kekarasan seksual dimana objeknya adalah 

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Setelah melakukan penelaahan terhadap 

penilitian yang ada, penulis tidak menemukan skripsi yang berisikan Problematika   

Kekerasan Seksual dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, namun banyak 

sekali penelitian yang membahas tentang Kekerasan Seksual dan Problematikanya 

di Indonesia. 

Pertama, skripsi karya Nadia Priski Dheanita dengan judul “Rancangan 

Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah” 

(2019). Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana sebuah Rancangan Undang 
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– Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat mempengaruhi keamanan 

seorang wanita di setiap tempat termasuk di Perguruan Tinggi, serta di dalamnya 

juga membahas bagaimana sebuah negara membutuhkan hukum yang tepat 

sasaran terkait kekerasan seksual. 

Kedua,  Jurnal yang disusun oleh Cantika Bella F, dan Siti Rochmah yang 

berjudul “Analisis Permendikbud No. 30 Tahun 2021” Kesimpulan dari 

penelitian ini yakni bahwasannya tujuan utama dari peraturan ini adalah 

memastikan terjaganya hak warga Negara atas pendidikan, melalui pencegahan 

dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. 

Permendikbud nomor 30 tahun 2021 hadir sebagai langkah awal untuk 

menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan 

masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual yang buruk di kampus 

membuat korban kesulitan mendapatkan akses pemulihan psikolog. 

Ketiga, skripsi karya Yoni Yolinda Safitri dengan judul “Pelecehan 

Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Dalam Satu Perguruan Tinggi di 

Yogyakarta” (2020). Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana tindakan 

Catcalling dapat mempengaruhi mental seseorang, penelitian ini juga 

menindaklanjuti bagaimana seorang pelaku catcalling sulit untuk dihukumi karena 

sedikitnya informasi yang harus didapatkan dari pelaku. Perlakuan catcalling 

memang terkesan seperti bercanda, namun pada sebagian orang dapat 

mengakibatkan trauma jangka pendek hingga jangka panjang, terlebih tidak ada 

aturan yang jelas bagaimana catcalling dapat dipidana. 
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Keempat, Jurnal yang disusun oleh Achamd Fikri Oslami, berjudul 

“Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan 

Kekerasan Seksual”. Kesimpulan pada penelitian ini ialah perumusan aturan dan 

mekanisme pencegahan kekerasan seksual diperguruan tinggi penting harus 

melibatkan semua actor dalam sivitas akademika kedalam posisi yang setara, dan 

Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 hadie sebagai langkah awal untuk 

menanggapi keresahan mahasiswa dan yang lainnya terhadap meningkatnya kasus 

kekerasan seksual di perguruan tinggi. 

Kelima, artikel karya Nurhadi Sucahyo, Reporter di VOA Indonesia yang 

berjudul “Kekerasan Seksual Tersembunyi di Ruang – Ruang Kampus”. Artikel 

ini berfokus pada kasus – kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di 

perguruan tinggi Indonesia, lebih khusus perguruan tinggi di Yogyakarta. Artikel 

ini juga menguak setiap permasalahan yang muncul namun tidak dapat 

terselesaikan, akibatnya kasus kekerasan seksual semakin bertumpuk dan tidak 

terlayani dengan baik, hal ini juga disampaikan oleh artikel bahwasanya salah satu 

penyebab bertumpuknya kasus adalah karena rumitnya penegakan hukum. 

Yang menjadi pembeda antara penelitian yang saya buat dengan lima 

penelitaian diatas adalah  

1. Urgensi penghapusan frasa “tanpa persetujuan korban” karena frasa tersebut 

dapat merugikan korban kekerasan seksual atau dapat disebut pasal karet dan 

multi tafsir. 

2. Dan penelitian ini mengunakan Perspektif Maqāṣid syarī’ah 



 11 

E. KERANGKA TEORITIK 

1. Teori Good Legislation 

Good Legislation adalah sebuah teori yang menitikberatkan sebuah 

pembentukan undang – undang harus berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

dan apa yang diwajibkan, dalm hal ini yang dimaksud adalah bagaimana sebuah 

peraturan sudah sesuai dengan apa yang ada di UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Teori ini juga dibutuhkan guna 

teciptanya check and balance, Dr. Idul Rishan dalam sebuah artikelnya di FH UII 

menjelaskan bahwa Setiap lembaga diletakkan sebagai pemegang otoritas dalam 

pelaksaan fungsi legislasi dengan skema persetujuan bersama (mutual approve). 

Asumsinya diharapkan ada keseimbangan relasi berdasarkan prinsip checks and 

balances diantara keduanya dalam membahas dan menyetujui RUU.
6
 

Dalam hal good legislation, hukum positif kita mengenal yang namanya 

teori Roccipi, yang isinya adalah pembentukan, perencanaan, penyusunan, 

penetapan, pembahasan dan pengesahan serta diakhir akan diundangkan. Teori ini 

dalam hukum positif dimasukkan ke dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, dimana sebuah RUU atau 

Raperda tidak akan bisa diundangkan apabila tidak sesuai dengan teori teori 

tersebut. 

Materi muatan pembentukan peraturan perundang–undangan 

mencerminkan banyak hal, dimana hal–hal tersebut dicantumkan pada UU Nomor 

                                                 
6 Idul Rishan, “Evaluasi Performa Legislasi,” 

https://law.uii.ac.id/blog/2020/10/23/evaluasi-performa-legislasi, akses 25 Mei 2022 

https://law.uii.ac.id/blog/2020/10/23/evaluasi-performa-legislasi
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12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan. Materi 

muatan tersebut diwajibkan memenuhi cita–cita bangsa, karena tanpa materi 

muatan yang jelas, maka sebuah peraturan menjadi tidak jelas dan sia–sia, adapun 

materi muatan tesebut harus mencerminkan asas: 

a. Pengayoman; 

b. Kemanusiaan; 

c. Kebangsaan; 

d. Kekeluargaan; 

e. Kenusantaraan; 

f. Bhinneka tunggal ika; 

g. Keadilan; 

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 

i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 

Namun dalam perjalanannya, asas–asas tersebut tidak paten dan dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat, maka asas–asas lain dapat digunakan dengan 

memperhatikan korelasinya dengan tujuan peraturan tersebut dibuat. 

2. Maqāṣid syarī’ah  

Maqāṣid syarī’ah memiliki arti dari dua kata, Maqasid dan Syariah. Maqasid 

sendiri memiliki arti tujuan dan Syariah ialah pengertian dari hukum hukum Allah 

yang ditetapkan kepada manusia agar dipedomani guna mencapai kebahagian 

hidup dunia dan akhirat. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
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Maqāṣid syarī’ah artinya kandungan nilai yang telah menjadi tujuan dari 

persyaratan hukum, dan inti dari pembahasan pada Maqāṣid syarī’ah adalah 

hikmah dan illat yang telah ditetapkan dalam suatu hukum. 
7
 

Maqasid sendiri dari kata bahasa arab ialah bentuk jamak dari kata maqsad, 

yang merupakan bentuk dari masdar mimi. Maqasid menurut bahasa mempunyai 

beberapa pengetian : pertama, pegangan; mendatangkan sesutau, kedua, jalan 

yang lurus, ketiga, keadilan; keseimbangan, keempat, pecahan.
8
 Menurut 

sejumlah teori hukum islam, maqasid adalah pernyataan alternatif untuk 

kemaslahatan.9 Sedangakan Syari’ah secara etimologi adalah jalan menuju sumber 

air, bisa juga diartikan menuju sumber kehidupan, dengan demikian Syariat 

berarti suatu jalan yang benar untuk diikuti.10 

Maqashid Syari’ah ialah hikmah, rahasia dan target umum yang ingin diraih 

oleh agama melalui berbagai perangkat perangkat hukum yang terdapat dalam 

kitab-kitab suci Allah SWT. Dilainnya, Maqashid Syariah dapat dimaknai sebagai 

pesan pesan subtantif yang ditangkap dari hukum hukum syariah yang tersebar 

diberbagai kalam-kalam suci syariah baik Al-Quran maupun hadis. Karna itu juga 

Maqāṣid syarī’ah sering diartikan sebagai universalitas Islam dan juga diartikan 

pada ajaraan islam yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi bagaimanapun 

misalnya ajaran keadilan, persamaan, kebebasan, kerahmatan dan kemaslahatan.  

                                                 
7 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Al-Fiqh, Saefullah Ma’shum, Pustaka Firdaus, Jakarta 

2000, cet. Ke-VII, hal.552. 
8 Nasrullah Yahya, Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur, Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persada, 

2014, hal.40 
9 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid syarī’ah (terj. Rosidin dan Ali 

Abdel-Mun.im) (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2015), hal.32 
10 Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence (Islamabad: Islamic 

Research Instute, 1970), hal.7 
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Pada prinsipnya, mashlahat dunia dan mafsadah-nya bisa diketahui dengan 

akal pikiran manusia, sehingga juga perintah dan larangan Allah SWT bisa 

dipahami oleh hambanya karena perintah dan larangan Allah tersebut dibangun di 

atas ,mashlahat. 

1) Melindungi Agama ( Hifdzu Din) 

2) Melindungi Jiwa (Hifdzu Nafs) 

3) Melindungi pikiran (Hifdzu Aql) 

4) Melindjngi Harta (Hifdzul Mal) 

5) Melindungi keturunan (Hifdzu Nasab) 

F. METODE PENELITIAN 

Inti dari metode penelitian dalam setuap penelitian adalah menguraikan 

tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan," tujuannya agar 

mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait 

seperti yang disebutkan dibawah ini: 

1. Jenis Penelitian 

Penyusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (library 

research) dalam penyusunan skripsi ini, dengan cara membaca dan 

mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal imliah, website internet untuk 

mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. 

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 
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menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder. Dalam 

hal ini adalah untuk mencari data tentang problematika frasa ”tanpa 

persetujuan korban” dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptis 

analitis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis tentang kekerasan seksual 

yang diatur dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, serta 

menganalisis peraturan tersebut apabila ditinjau dengan asas materi 

muatan pembentukan peraturan peundang – undangan. Penelitian ini juga 

melihat bahagimana sudut pandang Maqāṣid syarī’ah terkait peraturan 

tersebut. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu 

dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui 

berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma norma hukum 

yang ada pada peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan 

kekerasan seksual, untuk kemudian dianalaisis secara cermat 

menggunakan kaidah Maqāṣid syarī’ah. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan 

sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama dalam 

penelitian, yang dimaksud sumber primer dalam penelitian ini adalah 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Sumber sekunder 

merupakan sumber penunjang dari sumber primer. Dalam penelitian ini 

yang menjadi sumber sekunder adalah UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan 

dalam setiap penelitian. Di tahap ini penulis harus melakukan pemilahan 

data-data yang telah diperoleh. Penganalisaan data pada hakekatnya 

merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum 

tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis data konstruksi. Dalam 

penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis. 

Content analysis yaitu analisis dengan membahas suatu informasi tertulis 

dari semua bentuk komunikasi yang berkenaan dengan objek kajian. 

Dalam hal ini pasal-pasal yang ada di dalam Permendikbud Nomor 30 

Tahun 2021. 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan 

gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun. 
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Pada Bab Kedua akan dipaparkan tentang teori yang akan digunakan untuk 

menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yakni Teori Good Legislation dan 

Teori Maqāṣid syarī’ah 

Bab Ketiga berisi uraian tentang gambaran umum peraturan tentang 

permendikbud nomor 30 tahun 2021, kekerasan di perguruan tinggi  dan  bentuk 

pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi 

Bab Keempat berisi analisis maksud dan tujuan frasa  “tanpa persetujuan 

korban” dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ditinjau dari asas materi 

muatan dan Analisis  Maqasid  Syariah dalam problematika frasa “tanpa 

persetujuan korban” Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi saran dan kesimpulan atas penulisan 

skripsi ini.
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari penjelasan yang terangkum pada bab-bab sebelumnya, analisis 

penulis menyimpulkan pendapat bahwa: 

1. Frasa “tanpa persetujuan korban” di dalam Pasal 5 Permendikbud 30 

Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual tidak 

serta-merta memberikan isyarat terhadap pelegalan perzinahan atau 

hubungan seksual melalui sexual consent. Peraturan perundang-undangan 

ini dibuat berdasarkan bentuk pencegahan dan penanganan kekerasan 

seksual yang marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Peraturan ini 

pun menjadi pedoman bagi Perguruan Tinggi dalam melakukan tindakan 

terhadap kasus yang terjadi di lingkup kampus dan peraturan perundang-

undangan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dimana tidak 

adanya peraturan hukum yang spesifik terhadap kekerasan seksual yang 

terjadi di lingkungan kampus. 

2. Namaun peraturan ini jika di telaah dengan teori kepastian hukum maka 

akan kita dapati frasa “tanpa persetujuan korban” tidak dirumuskan 

dengan jelas dan menimbulkan banyak tafsir pada frasa itu hal ini dapat 

beresiko jika pasal atau frasa multitafsir tetap di paksakan ada dalam 

undang-undang atau peraturan perundang undangan karna dapat 

menimbulkan kebingungan yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan. 
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3. Pandangan hukum Islam berdasarkan teori Maqasid Shariah tentu saja 

mengutuk perbuatan kekerasan seksual sebagaiman telah melanggar 

prinsip-prinsip dari segi Hifdz al-Nasl. Terkait dengan frasa “tanpa 

persetujuan korban” dalam Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 

tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Penulis 

berpendapat bahwa perbedaan pendapat dari beberapa ahli mengenai 

adanya unsur sexual consent ini harus dikaji ulang agar tidak melahirkan 

polemik yang timbul ditengah masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan harus mampu menghindari diksi-diksi yang 

multitafsir dan mengharmonisasi norma-norma di dalam kebijakannya 

sesuai dengan asas hukum yang berlaku. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis memiliki saran kepada 

para pembaca bahwa:  

1. Problematika frasa yang timbul ditengah degradasi norma pelaku 

kekerasan seksual ini dapat dimaknai dan memahami tujuan baik 

diberlakukannya peraturan perundang-undangan tersebut. Penulis 

berpendapat bahwa peraturan ini di sisi lain memiliki tujuan yang baik 

terkait pencenggahan kekerasan seksual di perguruan tinggi namun di sisi 

lain memiliki problematik terkait frasa yang multitafsir jika di lihat dari 

teori kepastian hukum. 



 94 

2. Berkaca dari beragam pendapat yang timbul tentu saja pembuatan 

peraturan perundang-undangan tidak lepas dari pengaruh intrik 

politik.Penulis berpendapat bahwa sebaiknya kementerian kebudayaan 

pendidikan riset dan teknologi republik Indonesia segera melakukan 

peninjauan ulang terkait frasa yang menimbulkan banyak spekulasi, 

pendapat, yang menjadi masalah di masyarakat,  dengan tetap menjaga isi 

kandungan permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang bermaksud 

memberikan  perlindungan korban seksual yang telah ditentukan oleh 

peraturan tersebut. 



 94 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Al-Syatibi, Abu Ishaq, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah, Jilid II (Lebanon: Dar. 

Al Kutub Al-Ilmiyah, 2009. 

Bernard Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, Bandung: FH Unika 

Parahyangan, 2014 

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Jakarta: Diponegoro, 2005. 

Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. Metode Penelitian Hukum. NTB: Mataram 

University Press, 2020 

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, Jakarta: rajawali pers, 2007.  

Jimly Asshiddiqie, 2012, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2010. 

H.A.Djazuli. Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-

Rambu Syariah. Jakarta: Kencana, 2003. 

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York: Russel & Russel, 

1961. 

Hans Nawiasky. Demokrasi Konstitusional: Pikiran dan Gagasan. (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2010) 

Hans Wehr. A Dictionary of Modern Written Arabic, London: Mac Donald & 

Evan Ltd., 1980. 

Iqbal, Muhammad. Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam . Jakarta: Kencana, 

2014. 

H.A.Djazuli. Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-

Rambu Syariah. Jakarta: Kencana, 2003. 

Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid syarī’ah (terj. Rosidin 
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